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1. Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengamanahkan bahwa setiap orang
yang diduga melakukan tindak pidana baik yang telah berstatus sebagai tersangka maupun
terdakwa memiliki hak-hak yang dilindungi dalam aturan tersebut sebagaimana diatur dalam
Pasal 50-97 KUHAP. Oleh karena itu, Peran Penasihat Hukum sangat diperlukan untuk
mengawal agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh penegak hukum yang
berdampak hak-hak tersebut terabaikan. Sayangnya tidak semua tersangka atau terdakwa
mampu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan jasa Penasihat Hukum tersebut, terutama bagi
mereka yang tidak mampu secara finansial.

Sebaliknya mereka juga perlu diberikan pendampingan karena proses peradilan tidak
menutup kemungkinan terjadi tindakan-tindakan diluar koridor hukum itu sendiri. Situasi ini
juga dikuatkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum Pasal 4 dan 5 bahwa penerima bantuan hukum adalah orang-orang yang
sedang menghadapi masalah hukum dan masuk dalam kategori tidak mampu.

Pentingnya bantuan hukum tersebut, maka keterlibatan pemerintah sangat penting
untum menjamin hak tersangka atau terdakwa tersebut sebagai warga negara. Oleh karena itu,
munculnya program penyelenggaran bantuan hukum sebagai wujud untuk memenuhi hak
tersebut dengan mendukung terbentuknya lembaga-lembaga yang berdinamika dalam ruang
lingkup bantuan hukum, termasuk seperti yang dilaksanakan oleh Lembaga Konsultasi dan
Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya saat ini. Sebagai
bagian dari Fakultas Hukum, maka Dosen juga dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh Lembaga ini. Sebagai wujud bagian dari lembaga bantuan hukum, maka
dosen bersama Lembaga Bantuan Hukum perlu melaksanakan penyuluhan hukum kepada
tersangka atau terdakwa.

Oleh karena itu, Pelaksanaan ini dilaksanakan di salah satu Rumah Tahanan, yakni
Rumah tahanan Pondok Bambu, di Jakarta Timur. Tujuan dari kegiatan ini agar setiap tahanan
baik yang berstatus tersangka maupun terdakwa dapat mengetahui hak-haknya yang dijamin
oleh undang-undang dan mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan oleh oknum

yang tidak bertanggung jawab.



2. Pelaksanaan Kegiatan

Sebelum dilaksanakan kegiatan Penyuluhan hukum ini, ada beberapa persiapan yang
dilaksanakan oleh Penulis, salah satunya menyiapkan materi dan salinan yang nantinya
disampaikan oleh para Tahanan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kegiatan ini tidak
melibatkan Advokat, Pihak LKBH Fakultas Hukum Ubhara Jaya, namun juga Dosen dan
Mahasiswa. Keterlibatan ini semata-mata untuk mengintegrasikan antara LKBH sendiri dan
kegiatan Penguruan Tinggi seperti Pengabdian kepada Masyarakat. Penulis terlibat dalam
kegiatan ini sebagai Nara Sumber. Materi dalam kegiatan ini bertema “Hak-Hak Tahanan
dalam Proses Peradilan yang berkaitan dengan Bantuan Hukum”. Kegiatan ini dilaksanakan
pada Hari Senin Pada Tanggal 9 Maret 2020 dan dihardiri sejumlah 20 peserta.

Kegiatan ini sangat berjalan dinamis dimulai dari penyampaian materi oleh Dosen
sebagai Narasumber. Materi yang disampaikan seperti Tahapan Peradilan, Masa tahanan, hak-
hak tersangka, macam-macam putusan, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Tahanan.
Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari para Tahanan. Pertanyaan-pertanyaan yang
disampaikan juga sangat menarik dari soal kasus yang dihadapi, lama tahanan, tahap proses
peradilan, legalitas penegakan hukum dan sebagainya. Berbagai informasi didapatkan oleh
narasumber ketika kegiatan ini berlangsung di antaranya:

1. Sebagian besar peserta hampir 90% adalah tahanan dari kasus tindak pidana Narkotika
dengan berbagai macam peran, baik penyalahguna maupun kurir. Sisanya tindak pidana
biasa seperti penganiayaan dan pengrusakan barang.

2. Khususnya pada kasus tindak pidana narkotika banyak yang mengeluhkan pada proses
pemeriksaan BAP dan pada saat Pengeledahaan serta Penyitaan.

3. Hampir semua peserta menanyakan tahapan-tahapan apa yang baiknya akan mereka tempur

dalam proses peradilan ke depan dan upaya yang harus dilakukan.

Oleh karena peserta tidak hanya dari kalangan tidak mampu namun juga mampu, maka untuk
tidak keluar dari tujuan maka narasumber dan tim pada saat kegiatan tersebut menawarkan
bantuan hukum dengan menekankan bahwa bantuan hukum hanya diperuntukkan bagi yang
tidak mampu dan harus memenuhi syarat sepertinya melampirkan surat keterangan miskin/
tidak mampu. Tim dan mahasiswa tidak lupa membagikan semacam form yang dapat diisi oleh

tahanan yang ingin meminta bantuan hukum serta dokumentasi pada saat kegiatan berlangsung.



3. Penutup

Kegiatan penyuluhan hukum adalah ruang Lembaga Bantuan Hukum untuk memberikan
pengetahuan hukum bagi para tahanan dan memberikan tawaran bantuan hukum secara gratis bagi
tahanan. Selain itu, kegiatan ini juga tidak kalah bermanfaat bagi dosen dan mahassiwa sebagai bagian
dari Tri Dharma Penguruan Tinggi dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
Melalui kegiatan ini, dosen dapat menyampaikan pengetahuannya kepada masyarakat dan memberikan
pengenalan dan ruang belajar kepada mahasiswa tentang praktik hukum di lapangan. Terintergrasinya
antara kegiatan LKBH dengan Dosen serta Mahasiswa semakin kaya akan manfaat karena dapat
menjadi ruang bagi civitas akademika untuk tidak hanya mengenal dan bermanfaat bagi dunia kampus
namun juga kepada masyarakat.



DOKUMENTASI FOTO

- s PENYULUHAN HUKUM

e REMATUTAMANAN NEGARA RLAS T JARARTA TIVI 1

¥ DENGANTEMA
SPel - Flal Tahaoan DalandiProsc

i DENGAN TEIMA -
= Hak Tahanan Dalanid®rose. .




